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I. UMUM

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili
pada tingkat kasasi, peninjauan kembali, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus
perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta kewenangan tambahan yaitu penyelesaian perkara perselisihan hasil
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pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sampai dengan terbentuknya
badan peradilan khusus.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Kekuasaan
Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perlu untuk memberikan
jaminan kesejahteraan Hakim Agung maupun Hakim Konstitusi.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim
Konstitusi, tidak memungkinkan bagi Hakim Agung untuk menerima
honorarium terutama honorarium dalam rangka penyelesaian perkara,
sehingga Peraturan Pemerintah tersebut perlu untuk diubah.

Pengajuan perkara kasasi, perkara tentang kewenangan mengadili,
dan perkara peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap adalah upaya hukum luar biasa yang
merupakan hak warga negara dan harus dipenuhi oleh Mahkamah Agung
sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penanganan perkara lain
yang ditentukan undang-undang.

Perubahan keempat Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk
memberikan dukungan hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim Agung
melalui pemberian honorarium, mengingat bahwa hingga perubahan
ketiga Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur mengenai pemberian
honorarium penyelesaian perkara bagi Hakim Agung. Pemberian
honorarium bagi Hakim Agung diharapkan akan membawa perubahan
sehingga proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dapat berjalan
lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, perubahan
keempat Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk memberikan
jaminan keberlangsungan atas pemberian honorarium kepada Hakim
Konstitusi, gugus tugas, dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain:

1. Pemberian honorarium bagi Hakim Agung; dan
2. Pemberian honorarium kepada Hakim Konstitusi, gugus tugas,

dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
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